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ABSTRAK 

Irfan Fitriadi, Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2008 tentang Pelayaran. Tesis, Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas 
Medan Area, 2012. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan yang merupakan hasil revisi 
terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan menimbulkan dampak bagi 
kelangsungan usaha pelayaran maupun usaha kepelabuhanan. Bagi usaha pelayaran 
dengan keluamya Undang-Undang tersebut memberikan kepastian hukum terhadap 
perkembangan pelayaran nasional di Indonesia terkait dengan jumlah armada nasional 
yang melakukan kegiatan di perairan Indonesia, sedangkan bagi usaha kepelabuhanan 
memberikan dampak seperti dipisahkannya fungsi regulator dan operator yang selama ini 
merupakan kewenangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) serta menghilangkan dan 
mengakhiri monopoli PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) di dalam pengelolaan usaha 
jasa kepelabuhanan. 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak 
ataupun pengaruh penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
baik terhadap kelangsungan usaha pelayaran maupun usaha kepelabuhanan serta upaya
upaya yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam mengantisipasi 
berlakunya Undang-Undang tersebut. 

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sedangkan spesifikasi 
penelitian ini adalah penelitian preskriptif analitis. Jenis datanya menggunakan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknis 
analisa menggunakan teknik analisis normatif- kualitatif. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah : 1 ). Dengan diberlakukannya 
Undang-Undang tersebut memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap usaha 
pelayaran salah satunya terkait dengan peningkatan armada nasional yang melakukan 
kegiatan di perairan Indonesia, hal ini dapat dilihat dari perbandingan perkembangan 
jumlah armada nasional dengan armada asing selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2005-
2009 yang diuraikan sebagai berikut: tahun 2005 (armada nasional : 6.012 unit ; armada 
asing : 1.955 unit), tahun 2006 (armada nasional : 6.428 unit ; armada asing : 1.448 unit) 
tahun 2007 (armada nasional : 7.154 unit ; armada asing : 1.154 unit), tahun 2008 
(armada nasional : 8.165 unit ;·armada asing : 977 unit), dan tahun 2009 (armada nasional 
: 9 .164 unit ; armada asing : 865 unit). 2) Fungsi regulator terhadap pengelolaan 
(peogendalian, pengawasan dan pengaturan) pelabuhan diserahkan kepada Otoritas 
Pelabuhan sedangkan fungsi operator diserahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan yang 
dalam hal ini termasuk PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang berakibat terhadap 
pengurangan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan oleh PT Pelabuhan Indonesia I 
(Persero) yang pada akhirnya berpotensi mengurangi pendapatan yang diperoleh selama 
ini. 3). Dengai1 diberlakukannya Undang-Undang tersebut maka semua pihak dapat 
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melakukan investasi di bidang kepelabuhanan baik pihak swasta maupun pemerintah 
daerah serta investor-investor lainnya sehingga hal tersebut akan menimbulkan 
persaingan yang ketat diantara operator-operator di pelabuhan, dan untuk 
mengantisipasinya PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melakukan beberapa upaya 
dalam menghadapinya. Upaya-upaya yang telah dan terus dilakukan antara lain dengan 
melakukan penambahan dan perbaikan alat serta fasilitas pelabuhan yang didukung 
dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di dalam memberikan pelayanan 
kepada pengguna jasa kepelabuhanan. 

Kata Kunci : Hukum, Pelayaran dan Pelabuhan 

11 
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A. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

1 

Indonesia merupakan negara Kepulauan, oleh karena itu wilayah perairan/laut 

yang dimiliki lebih dominan dibandingkan dengan daratan. Hal ini menjadikan 

ketergantungan yang relatif tinggi terhadap transportasi laut dalam proses 

perdagangan. 

Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, sistem pengangkutan laut yang 

efisien dan terkelola dengan baik merupakan faktor yang sangat penting dalam 

persaingan ekonomi serta integritas nasional. Di Indonesia biaya pengangkutan laut 

cukup tinggi dan hal ini mengurangi insentif untuk perdagangan baik domestik 

maupun intemasional. Dengan demikian, pelabuhan berperan sebagai tempat alih 

moda barang dan jasa. Oleh karena itu pelabuhan memiliki peranan penting dalam 

proses kelancaran distribusi barang danjasa yaitu distibusi barang danjasa di wilayah 

propinsi dan antar propinsi. Pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang dianggap kurang 

efisien dan tidak dilengkapi atau dikelola dengan baik adalah faktor signifikan yang 

menaikkan biaya pelayaran misalkan kapal-kapal yang dilibatkan dalam perdagangan 

domestik menghabiskan sebagian besar dari waktu kerjanya hanya untuk disandarkan 

atau menunggu di dalam atau di luar pelabuhan, penyebabnya antara lain adalah terus 

berlangsungnya dominasi negara atas penyediaan layanan pelabuhan (melalui 

kegiatan yang dilakukan oleh berbagai badan usaha milik negara) serta lingkungan 
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2 

serta lingkungan hukum dan pengaturan yang ada secara efektif membatasi 

persaingan baik di dalam maupun antar pelabuhan. 

Pengelolaan pelabuhan merupakan persoalan yang rumit dan membutuhkan 

pengaturan yang teknis dan mendetail. Kompleksnya persoalan dan besarnya potensi 

pelabuhan di Indonesia tidak disertai dengan pengaturan yang kaya dan sistematis. 

Sebelumnya, secara umum masalah pelabuhan hanya diatur dalam aturan Pelayaran 

yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, sedangkan yang 

khusus mengenai pengelolaan diatur oleh peraturan setingkat Peraturan Pemerintah 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001. 

Pengelolaan pelabuhan tidak bisa disamakan dengan aset lain karena 

pengelolaan pelabuhan terkait dengan berbagai aturan Intemasional, jika aturan 

tersebut diabaikan maka barang yang diekspor dari Indonesia juga tidak bisa diterima 

atau dilarang masuk ke pasar dunia. Salah satu contohnya adalah sejak 1 Juli 2004 

pelabuhan dan kapal yang melayani pelayaran lntemasional diwajibkan memenuhi 

-randar Organisasi Maritim Intemasional (IM0). 1 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan wawasan 

nusantara perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien untuk 

menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan 

~obilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional 

• lntemarional Maritime Organization (IMO) bertindak dalam rangka meningkatkan keselamatan 
~:? dan keselamatan pelayaran, PBB dalam konferensinya pada tabun 1948 telah menyetujui untuk 
~nruk suatu badan Jntemasional yang khusus menangani masaJah-masalah kemaritiman. Badan 

" dibentuk pertama kali dengan nama Inter Govermental Maritime Consultative Organization 
· ~CO>. epulub tabun kemudian, yakni pada tahun 1958 organisasi tersebut baru diakui secara 

---.._...,iooal. kemudian berubah nama menjadi International Maritime Organization (IMO) sejak 
.::;: 22 Mei 1982. IMO berkedudukan di London. 
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